
BI'PATI KOITAWE SELATAIY

PROVINSI SULIIWESI TEIT(XiANA

PERATT'RAIT DAERAII I(ABI'PATEI{ KONAWE SELIITAN

NOTOR: IO TNII'IY 2016

TENTAI|G

TATA CARA TTIITTUTAIY GAITTI XIRUGIAI| DAERAII

DEI{GAI| RAIITAT TI'HAI{ YAITG UAHA ESA

BT'PATI KOIIAWE SELIITAI{,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2OO3, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor A2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

I



7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O
Tahun 2OOZ ter,tang Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
(kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selataa Tahun
2O07 Nomor 1O).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMETUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH.

BIIB I
XTTEIfTUAIT UUUU

P..el f
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adarah kepala daerah sebagai unsur penyerenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Kabupaten Konawe Selatan.
4- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seranjutnya disingkat DpRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe-selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKpD

adalah satuan Ke{a perangkat Daerah di ringkungan Femerintah
Kabupaten Konawe Selatan.

6. Inspektorat Kabupaten Konawe Selataa yang selanjutnya disebut
Inspektorat adaiah Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan. 

-

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual talpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Tp adalah suatu
tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika datam pengurusannya
terdapat kekurangan pembendaharaan yang merugikan daerah, mal<a
yang bersangkutan diharuskan mengganli kerugian.

10. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adala suatu
proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara dan pihak ketiga
dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh
perbuatan melanggar hokum dan/atau melalaikan kewajibannya
sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung,
daerah menderita kerugiaa.
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11. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya
disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui tp aan fCR
bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, dan pihak ketiga yang
merugikan keuangan dan barang milik daerah, termasuk F.ga*"i
BUMD/BLUD.

12. Keuangan Daerah adalah s€m\ra hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

13. Uang adalah bagran dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan
uang giral.

14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

15. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku
kas dengan saldo kas atau serisih kurang arrtara buku persediaan
barang dengan sisa barang y"ng sesuttgguhnya terdapat di dalarn
gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

16. Kerugian Daerah ada-lah kekurangan perbendaharaan uang, surat
berharga dan barang milik daerah yang nyata dan pasti .luillahnya
lebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajimauiun lalai-

17. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk danatas narna daerah, menerima, menyimpan dan
membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang_barang
milik daerah.

18. Pegawai bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang
diangkat dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemirintaian atau
diserahi tugas negara lainnya dan digiji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang bekerja pada pemerintah Daerah IGbupaten
Konawe Selatan, termasuk pegawai BUMD/BLUD dalam fungsinya
bukan sebagai bendahara.

19. Kas Umum Daerah ldalah tempat menyimpan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pe.rJ.i*"a. dalrahdan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang
ditetapkan.

20. Ahli Waris adalah ora-ng yang menggantikan pewaris dalam
kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk
seluruhnya atau sebagian.

21. Pejabat yang berwerrang ada-lah pejabat yang karena kewenangannya
dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau pJristiwa
sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungiawabkan.

22. Pihek Ketiga adalah orang perseor€rngan atau badan yang merugikan
keuangan dan/ atau barang milik daerah.

23. Badan adalah badan usaha yang berbentuk badan hokum maupun
tidak berbentuk badan hukum

24. Perhitungan ex offrcio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang
dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara ex oflicio apabila
Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau
tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/ atau apabila
bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungiawaban
setelah ditegur oleh atasan langsungnya, narnun sampai batas waktu
yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat
perhitungan dan pertanggungjawabannya.

25. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari
daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk membebaskan pengguna dan/ atau kuasa pengguna
barang dan/ atau pengelola barang dari tanggungiawab administrasi
dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
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26. Penghentian adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan
kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah yang menurut
hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pe.Imbangan
keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris,
tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oreh pejabat yang
berwenang atau alasan lain yang dapat dipertanggungiawabkan
berdasarkan peraturan perundangundangan.

27. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugia, Daerah yang proses
penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan tier,-" yang
bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.

28. Banding adalah upaya Bendahara dan atau pegawai Negeri bukan
Bendahara daa/atau pihak manapun yang *en"ari keadilan kepada
Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan
pembebanan yang ditetapkan Tim penyelesaian Kerugian Oaerafi.

29- Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebab-kan gugurnya hak
untuk melakukan tuntutan bendahara dan/ atau eegawai"llfge.i urrt m
Bendahara, dan/ atau pihak manapun dan tuntutan ganti rugi terhadap
pelaku Kerugian Daerah.

30. Pembebanan ada-rah qenetapan jumrah Kerugian Daerah yang harus
dikembalikan kepada Daerah oreh bendahara -dan/atau pegl*; N.g..ibukan Bendahara dan pihak ketiga yang terbukti mlenimburkan
Kerugian Daerah.

31. Surat Keterangan Taaggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat
SKTJM adalah surat pernyataan pertanggunjawaban dari pegawal
untuk mengembatikan Kerugian Daerah, ais.rtar ..*" 

""r.h- 
iE i*.jaminan dansurat kuasa menjual.

sz. !yr1l rgterangan penetapan Batas wa]<tu yang selanjutnya disingkat
SK-PBW adalah surat keputusan yang a*etuartan LLh B"d.r,
Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendaharauntuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri' atas tuntutan
penggantian Kerugian Daerah.

33. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya
disebut BPK adarah Badan pemeriksa Keuangan nepubft IndJnesia,
sebagaimana dimaksud dalam Undang- undarrg Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

34' Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD
adalah para Pejabat yang secara ex-oflicio ditunjuk dan ditetiFkan oleh
pupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyeresaian Kerugian
Daerah

35. Hari adalah hari ke{a.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyelesaian
ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Pegawai bukan Bendahara di
lingkungan Pemerintah Daerah, dan Pihak Ketiga.

BAB II
RUAI|G LIITGKT'P

Pasel 2

EAB IrI

ST'B'EK DAIT OB'EK

Par.l 3

(1) Subjek penyebab terjadinya Kerugian Daerah adalah:
a. Bendahara;
b. Pegawai bukan Bendahara; dan
c. Pihak Ketiga.
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BAB TV

TIM PEIYELESAHI{ I(ERUGIAIT DAERAH

Pasal 4

(1) Untuk menyelesaikan Kemgian Daerah, Bupati membentuk TpKD.
(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) beq'umlah 9 (sembilan) orang

anggota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
b. Asisten yang membidangi Administrasi 

- 
dan-Keuangan,seraku wakil

Ketua I (satu) merangkap Anggota;
c. Inspektur Daerah, 

":l.lq Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;d. Kepa-la sKPD Pengelola Keuangan Daerah, selaku s.L.'t ri"?.."rrgk"p
Anggota;

9. Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian Daerah, selaku Anggota;f. Kepa1a Bagan Hukum dan HAM, slliku anggota;
g. Sekretaris Inspektorat selaku Anggota;
lr. I.pd_. Unit Kerja yang membidangi Aset selaku anggota; dani. Inspektur Pembantu selaku anggota.j' TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (r) daram pelaksana€rn

tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
k. TPKD sebagai6416 dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati' 
Pa""t 5

TPKD sebagaimana dimaksu! dalam pasal 4 ayat (l) mempunyai tugas:
a. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima; '
b. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bulrti pendukung trahwa

Bendahara, Pegawai bukan Bend ahara, d,an /atau pihak X.tif" teUf,
melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun rarai iehingga
mengakibatlan terjadinya Kerugian Daerah;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, pegawai bukan
Bendahara, dan/atau pihak Ketiga yang dapat dijadikan sedagai jaminan
penyele saian Kerugian Daerah;

e. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Kerugian
g. Daerah sebagai bahan pengamb an keputusan aau* menetapkan

pembebanan sementara;
h. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah;
i. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah

kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada BpK; danj. menlapkan Laporan Perkembalgan penyelesaian Kerugian Daerah setiap
semester dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah.

(2) Objek Kerugian Daerah meliputi:
a. Uang; dan
b. Bararg Milik Daerah.

BAA V

IIf IIORTASI I{ERUGHN DATRAII

Pasal 6

(1) Informasi Kerugian Daerah, dapat diketahui dari:
a. hasil pemeriksaan BPK;
b. pengawasan aparat pengawas fungsional;
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c. pengawasan dan/ atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara
dan/ atau Pegawai bukan Bendahara atau Kepala-sKpb; dan/atau
perhitungan ex officio

d. media cetak, media elektronik; dan
e. pengaduan dari masyarakat.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf fditindaklanjuti oleh sKpD yang membidangi p.-6irra"n dan pengawasan
tugas pemerin tahan daerah

BAB VI
PEITY.ELESAIAJT IIERUGIAIT DATRAII

Bagfan Kesatu
Peayeleselan Tuntutaa Perbendsheraan

paragraf I
Pelaporaa d^n pencrltsaan

Passl 7

(1) 5ep41 SKPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan
Bendahara kepada Bupati dan memberitahukan gpX paliig tamUat Z(tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) paling sedikit
.^ d_ilengkapi dengan dokumen Berita Acara pemeriksa-an l*i"iS;;;E
(3) Ketentuan lebih ranjut mengenai bentuk da, tata cura'pengisia', s.rratLaporan kepada Bupari dan pemberitahuan kepada eek J"uag"i*an"

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 8

P'p.{ se-gera menugaskan TpKD untuk meninda}ranjuti setiap kasusKerugian Dgerah yang disebabkan Bendahara paring hmLt zlffin) rrari
sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud drh--p"*al 7 "y.iii). 

-

Pasal 9

(1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara
lain sebagai berikut:
a. surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat

yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
b. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang;
c. register penutupan buku kas/ barang;
d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungiawabkan

dari Pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna Anggaran;
9. gurat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang

memuat adanya kekurangan kas;
g. surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal Kerugia_n Daerah

mengandung indikasi tindak pidana;
h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam

hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perarnpokan; dan
i. surat keterangam ahli waris dari Kepala Desa/ Lurah atau pengadilan.

(2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Daftar

Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Bupati.
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Pasal 10

Pasal 11

faragraf 2
Surat Keterangan Tangguag .Iarab [uuak

Pasal 15

(1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lama 40
(empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.

7

(1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9ayat (l) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh
penugasan sebagaimana dimaksud dalam

(2) selama dalam proses peneritian, Bendahara dibebastugaskan sementara
dari jabatannya.

(3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti
ditetapkan oleh pejabat yalg berwenang.

(l) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian
Daerah kepada Bupati.

(2) Bupati. menyampaikan Laporan Hasil verifikasi Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud.d4gl"V-"t (t) kepada BpK paling h;b"l Zlt".l"f,thari sejak diterima qa! TPKD dengan dilengkapi aoUir." "J"g"i-"rr"dimaksud dalam pasal 9 ayat (l).

Pasd 12

(1) Bupati berdasarkan 
-s-urat 

d.ari BpK memproses penyelesaian KerugianDaerah melalui SKTJM apabila terbukti ada perbuatan melawan hutrum
baik sengaja maupun lalai.

(2) Bupati berdasarkan surat dari BpK menghapus dan mengeluarkan kasusKerugian Daerah dari. DaJtar Kerugian -Daerah, 
apabila" t .ny"G tiaar.terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja rn"rp* lalai-'---

Pasal 13

Bupati memerintahkan TpKD mengupayakan agar Bendahara bersedia
membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
menerima surat dari BPK sebasaima.a dimaksud dalam pas,i riayat (2).

Pacal 14

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan
wajib menyerahkan jaminan kepada TpKD, antara rain -dalam Lentuk
dokumen sebagai berikut:

a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama
Bendahara;

b. surat kuasa menjual dan/ atau mencairkan barang dan/ atau
kekayaal lain dari Bendahara.

c. SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik
kembali.

d. Surat kuasa menjual dan/ atau mencairkan barang dan/atau harta
kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimalcsud pada ayat (1)
huruf b berlaku setelah dikeluarkan Surat Keputusan pembebanan
dari BPK.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM
sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



(2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah
dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan jaminan
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

sebagaimana
sebagaimana

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/ atau
mencairkan atas barang atau kekayaan lain yang dijaminkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah -.r,aap"t persetqiuan" dan di
bawah pengawasan TPKD.

Pasal 17

(1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah dengan
melampirkan SKTJM _atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian
Daerah kepada Bupati.

(2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah dengan
melampirkan SKTJM atau surat pernyataan bersedia menggalti KeruSan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (r)kepada enli-paling lama 7
(tujuh) hari sejak menerima laporan TpKD.

Pasal 18

Dalam hal Bendahara terar mengganti Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal ls ayat (2), Bupati mengeluarkan kasus ierugian
Daerah dari Daftar Kerugian Daerah berdasarkan Rekomendasi BpK.

Pasal 19

D..flg*- hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yangdilalukan oleh pemeriksa yang bekerji untuk dan atas nama BpK dan dalamproses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti Kerugian Daerah
secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandat*g.; SKTJM di
hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dal atas nama BpK.

Paragraf3
pembebanan Keruglan Daerah Sementara

Paeal 16

Pasal 20

Pasal 21

(1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2O ayat (1) mempunyai kekuatan hokum untuk melakukan sita
jaminan.

(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan
oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan
Sementara.

(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian
Kerugian Daerah, Bupati mengeluarkan surit Keputusan' peirbebanan
sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidal<
bersedia menandatangani SKTJM.

(2) Bupati memberitahukan Surat Keputusan pembebanan Sementara kepada
BPK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian surat
Keputusan Pembebanan Sernentara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Bupati.
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(1) sK-PBw ditetapkan oleh BpK disampaikan kepada Bendahara melalui
atasan la,gsung Bendahara atau Kepala SKpD dengan tembusan kepada
Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.

(2) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BpK oleh atasan
langsung bendahara atau Kepala SKpD paling lambat 3 (tiga) hari sejat< SK
PBW diterima Bendahara.

(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Paragrafa
Penetapan Bator Yattu

Pasal 22

Pasal 23

Paragraf 5
Pembebaaan Kerugian Daoreh

Paragraf6
Surat Keputusan Pembebasaa

Pasal 26

(1) surat Keputusan Pembebasan dikeluarkan oleh BpK, apabila keberatan
yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli
waris diterima.

(2) Apabila setelah jang!<a waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 terlampaui, putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2g belum dikeluarkan, maka
keberatan dari Bendahara diterima.

PaEal 25

(1) Surat Keputusan Pembebanan ditetapkan oleh BpK.
(2) surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melarui

atasan langsung Bendahara _atau Kepa-la sKpD dengan tembusan kepada
Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.

(3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas sK pBw kepada BpK dalamwaktu 14- (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sK irBw y.rr! t .t"."
pada tanda terima sebagaimana dimaksua aata* pasal22 ayat (21.

Pasal 24

Keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, diputuskan
BPK dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak "r.i.i tLL."t .dari Bendahara tersebut diterima oleh BpK.
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Paragraf 7
Pelaksaaaan Surat Keputusan Pcmbcbanaa

Paeal 27

(1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, Bendahara wajib
mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas
Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima
Surat Keputusan Pembebanan.

(2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka
harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 28

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
memiliki hak mendahului.

Pa,Bal,29

(1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hokum untuk
pelaksanaan sita eksekusi.

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tqjuh) hari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal2T ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian
Daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada Instansi yang
berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta
kekayaan Bendahara.

(3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan
penghasilan yang diterima Bendahara paling rendah sebesar 5O% (lima
puluh pers,en) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 30

Pelal<sanaan penyitaan dan penjualan dal/ atau pelelangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Pacal 31

(1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk diiua-l atau hasil
penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka
Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan
paling rendah sebesar 5O% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan
sampai lunas.

(2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat
Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang
bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan pT. Taspen
yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti
Kerugian Daerah.

Paragnf 8
Poayeleeelaa Konrgian Docrah

Yang Bersuaber Darl Perhitungan Er Offtcto

Pasal 32

(l) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
sampai dengan Pasal 31, berlaku pula terhadap kasus Kerugian

(2) Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex olficio.
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(3) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti
Kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan
menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah
sebagai pengganti SKTJM.

(4) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang
memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau
diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasaf 33

Terhadap Kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan
penghapusan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Paragraf9
Leporaa Petrebauaa Suret Keputucen Peabebanen

Pasal 34

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat
Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

Bagian Kedua
Penyelesalan Tuatutan Gantt Rugi
I(epeda Pegawat Bukan Bendahara

Paragraf I
Pehporan dsn Pomerltsaan

Pasal 35

Kepala SKPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh
Pegawai bukan Bendahara kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
Kerugian Daerah diketahui berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6.

Pasal 36

Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus
Kerugian Daerah yang disebabkan Pegawai bukan Bendahara, paling lambat 7
(tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimalsud dalam pasal 35.

Pagal 37

(1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara
lain sebagai berikut:
a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai bukan Bendahara;
b. Surat kehilangan dari Kepolisian;
c. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam

hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
d. surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah atau pengadilan;

dan
e. dokumen lain yang diperlukan.

(2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah.
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Pasd 38

(l) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (1) dalam waktu 3O (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan melaporkan kepada Bupati
dalam bentuk l,aporan Hasil Verifrkasi Kerugian Daerah.

(2) Selama dalam proses penelitian, Pegawai bukan Bendahara, dapa.t
dibebastugaskan sementara dari jabatannya.

(3) Mekanisme pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
dilaksanal<an sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 39

(1) Apabila berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah
sebagaimala dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) terbukti ada perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Bupati memerintahkan TPKD
untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah yang disebabkan Pegawai
bukan Bendahara.

(2) Apabila berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) ternyata tidak terdapat
perbuatan melawan hukum baik sengqla maupun lalai, Bupati
memerintahkan TPKD untuk menghapus dan mengeluarkan kasus
Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah.

Paragraf 2
Penyelesaian Kerugian Daerah

Dengan Upaya Damai

Pasal 4O

(1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan
upaya damai oleh Pegawai bukan Bendahara, dan/atau ahli waris baik
sekaligus (tunai) atau €rngsuran.

(2) Dalam hal Penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan secara angsuran pa_ling
lama 2 (dua) tahun sejak ditanda tanganinya SKTJM dan harus disertai
jaminan barang yang nilainya cukup.

(3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan
Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah
harus dilengkapi Surat Kuasa menjual.

(4) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimalsud pada ayat (ll, ayat (21
dan ayat (3) dilakukan oleh TPKD.

(5) Apabila Pegawai bukan Bendahara tidal< dapat melaksanakan pembayaran
angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM seba ga ip411s
dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat
dljual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada
ayat (5), tetap menjadi kewajiban Pegawai bukan Bendahara yang
bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang
tersebut akan dikembalikan kepada Pegawai bukan Bendahara
bersangkutan.

(7) Keputusar TGR (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh TPKD.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (l) diatur dalam Peraturan
Bupati.
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Paragraf 3

Peayelesalan Kerugian Daerah
Dengan Tultutan Giaati Rugl Bleea

Pasal 4l

(l) Semua Pegawai bukan Bendahara, dan/atau ahli warisnya, apabila
merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.

(2) TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan atas dasar pada
kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan bahan bukti
dan penelitian TPKD terhadap Pegawai bukan Bendahara bersangkutan.

(3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diakibatkan
oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban
atau tidal< melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang
dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan
fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak
langsung.

Pasal 42

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau
melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak
menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya
melalui TPKD.

Pasal 43

(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggartian kerugian dengan upaya
damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berhasil, proses TGR
diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai bukan
Bendahara, yang bersangkutan, dengan menyebutkan: identitas pelaku;
jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti; sebab-sebab
serta alasan penuntutan dilakukan; tenggang waktu yang diberikan untuk
mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak
diterimanya pemberitahuan oleh pegawai bersangkutan.

(2) Apabila Pegawai bukan Bendahara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14(empat belas) hari
tidak mengajukan keberatan / pembelaan diri atau telah mengajukan
pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari
kesalahan / kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.

(3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melaksanakan penagihan atas
pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.

(4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugr tersebut pelaksanaannya dapat
dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang
bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling
lambat 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan
kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.

(5) Permohonan Banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan
paling lambat 3O (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan
Pembebanan oleh yang bersangkutan.

(6) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa
memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau
menambah/ mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh
yang bersangkutan.

(7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan
Kembali.
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(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat
Keputusan tentang Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragrafa

Peayeleeaian Kerugiaa Barang tlllt Daerah

Pasal 44

(1) Pegawai bukan Bendahara, yang bertanggungiawab atas terjadinya
kerugian Barang milik daerah dapat melakukan penggantian dengan
bentuk uang atau barang senilai.

(2) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan dengan cara
tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.

(3) Nilai taksiran jumlah harga barang yang akan diganti rugi dalam bentuk
uang maupun baiang sebagaimema dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 45

(1) Pegawai bukan Bendahara, yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau
melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan pencatatan TGR.

(2) TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat (2) dengan Keputusan
Bupati tentang Pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan TPKD.

(3) Bagi Pegawai bukan Bendahara, yang melarikan diri, TGR tetap dilalrukan
terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang
dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan Kerugian Daerah tersebut.

(4) Dengan diterbitlannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan
dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.

(5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewalrtu-walrtu dapat
ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian
Pencatatan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Bagtan Ketiga

lbntutan Kerugtea Dasrah Kepada Pthat Kettga

Pas.l .15

Kerugian Daerah yang diakibatkan oleh Pihak Ketiga diselesaikan menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

XADALIIWARSA

Baglan Kesetu

Tuntutan Perbendaharaaa

Pasal 47

(l) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa
jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketaluinya

(2) Kerugian Daerah atau dalam walctu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya
Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
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(3) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh
hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak
keputusan pengadilal yang menetapkanpengampuan kepada Bendahara,
atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak
diberitahukan oleh Pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

Bagiaa Kedua

Ttrntutan Gantt Rugt

Pasal 48

TGR dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak alhir tahun
Kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun
perbuatan berakhir diketahui.

BAB VIII

PET{GHAPUSAN DAN PET{GHENTTAN

Pasal 49

(1) Dalam hal Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pihak Ketiga, ataupun
pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan Keputusan
Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi, apabila tidak mampu membayar
ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
untuk penghapusaTatau penghentian atas kewajiban membayar ganti rugi.

(2) Bupati memerintahkan kepada TPKD untuk melakukan penelitian
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ternyata Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pihak Ketiga, ataupun
pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris ternyata meninggal dunia
tanpa ahli waris dan/ atau dinyatakan tidak mampu atau tidak mempunyai
harta warisan, maka Bupati menghapuskan atau menghentikan kewajiban
mengganti kerugian dengan persetujuan DPRD tentang penghapusan
Tuntutan Perbendaharaan atau TCR baik sebagian ataupun seluruhnya.

(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian TPKD, yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ternyata tidak mampu,
maka Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan atau
Penghentian Ganti Rugr baik sebagian atau seluruhnya dengan
persetujuan DPRD.

(5) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)merupakan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangpenghapusan
piutang daerah.

(6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati setelah mendapat
pertimbangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan klang.

(7) Penghapusal Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari pembukuan
dilaksanakan dengan ketentuan:

a. dalam hal piutang adalah berupa TGR, setelah piutang ditetapkan
sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih dan terbitnya
rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK;

b. atau dalam ha-l piutang adalah selain piutang TGR, setelah piutang
ditetapkan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian
Keputusan tentang Penghapusan atau Penghentian Ganti Rugr
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
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BAB TX

PEIWBNORAIT

Pasat 50

(1) Penyetoran atau pengemba-lian secara tunai atau €rngsuran, baik Kerugian
Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kas
Daerah.

(2) Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan
mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

(3) Penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari BUMD atau BLUD, setelah
diterima Kas Daerah segera dipindah-bukukan kepada Rekening BUMD
atau BLUD yang bersangkutan.

BAB X

PELJIFORAN

Pasd 51

(l) TPKD menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian
Daerah setiap semester dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.

(2) Bupati menyampaikan l,aporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian
Daerah setiap semester dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAA XI

SANKSI

Pasal 52

Apabila Bupati menerima laporan tentang kekurangan Kerugian Daerah dari
pejabat yang berwenang dan oleh TPKD dilakukan penelitian tentang
kebenaran adanya Kerugian Daerah, Bupati dapat memberikan sanksi
administrasi sesuai dengan peraturan perundangu ndangan.

BAB XII

KETENTUAN L/UI{-LIUN

Pasal 53

(1) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah
dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan
gugatan perdata.

(2) Apabila Kerugian Daerah tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi tindak
pidana, Bupati menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Putusan Pengadilan atas tindal< pidana sebagaimana dimalsud pada ayat
(2) tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap
pelaku atau penanggung jawab Kemgian Daerah.
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PEruELIISAIT

ATAS

PERATT'RAIT DAERAII KABI'PATEIV KOITAWE SEI,ATAIT

t{oMoR lo TAHUI{ 2016

TEICTATG

TATA CARA TUITTUTAIT GAITTI I{TRUGIAIT I'A,ERAII

I. TIMUM

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11, bahwa salah satu tanggungiawab
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya
menyangkut pengelolaan keuangan daerah adalah melalrukan upaya agar
dapat meminimalisir terhadap kekurangan kekayaan daerah. Untuk itu perlu
pen]rusunan ketentuan yang mengatur tentang tata cara tuntutan ganti
kerugian Daerah. Saat ini masih relatif cukup banyak Kerugian Daerah yang
belum dapat ditagih, karena masih belum adanya instrumen ketentuan dalam
bentuk Peraturan Daerah yang mengaturnya. Sehingga perlu adanya
Peraturan Daerah tentang Tata Cara Ttrntutan Ganti Kerugian Daerah yang
lingkupnya meliputi Bendahara, Pegawai bukan Bendahara dan Pihak Ketiga
(bukan pegawai). Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ini, akan dijadikan pedoman oleh
Pemerintah Daerah dalam melalukan upaya dan langkah-langkah
pegembalian Kerugian Daerah dan sekaligus memberikan landasan hukum
yang kuat terhadap penyelesaian kerugian Daerah.

II. PASAL DEUI PASAL.
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasa] 2

Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak selain
atau di luar Bendahara Pemerintah Daerah dan/ atau
Pegawai bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta termasuk piha} ketiga adalah penyedia
barang/jasa.
Ayat (21

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
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Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasa-l l0
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 2O
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (21

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang melakukan penyitaan
adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
Ayat (3)

Cukup jelas.
PasaJ22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (l)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penghasilan adalah Gaji Pokok.
Pasal 3O

Cukup jelas.
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Pasal 3l
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasai 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (l)
Hurufa

Cukup jelas.
Hun-rf b

Cukup jelas.
Hurrf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan dokumen lain antara lain dokumen
kontrak pengadaan barang/jasa, dokumen penganggaran,
dokumen pengelolaan barang milik daerah.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasd42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud barang senilai adalah mempertimbangkan nilai
pen]rusutan serta taksiran untuk menentukan nilai.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Kerugian Daerah yang.sedang dalam proses 
^penyelesaian 

sebelum berlakunya

peraturan Daerarr rnr, dise-resaikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan'

BAB XIII

I{ETENTUA!5 PERALIIIAI{

Pasat 54

BABXry

XEf,ENTUAIT PETIUTUP

Pesel 55

Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan

paling lambat 1 (satu) *h;;;'f il*turan Daerah ini diundangkan'

Pasd 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang .dapat mengetahuinYa:-:"-ttitohkan pengundangan

peraturan DaeraJr rrrr'd.rgrt penempatantw" a'f"* Lembaran Daerah

KabuPaten Konawe Selatan

tetapkan di Andoolo
t z- 20L6

SELATAN'

Diundangkan di Ando-olo 
2Ot6pada tanggal, lt - rz -

SEI(REI'ARIS DAERAIT XABUPATEIT KONAWE SEI'ATAN'

.si
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c

NrP. 19620730 19890 I 100 1

LEUBARAX DAERAH ITABI'PATEI{ KOIIAWE SELATAIT TAIIUil 20T6

rfouoR...l9....

NOREIG PERATT'RAN ISBT'PATEI{ KOIIAWE SEL/\TAX PROVITSI

SUI"AWESI TEIIGGARA L!..tzorc
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